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TENTANG

KAJIAN RESKQ BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

1.

BUPATI py RWAKARTA,

gahwa K’flbupaﬁen_ Purwakarta merupakan salah satu
aerah di Proying; Jawa Barat yang memiliki potensi
bgncana, baik bencana geologi maupun bencana
hldrometeOfOIOgi, antara lain gempa bumi, letusan
» Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, banjir
bandang, tanap longsor, kebakaran, dan gagal teknologi,
) ena diperlukan suaty gambaran dasar
(l?aselme) untuk memetakan resiko bencana pada semua
dimens;i yang i

bahwa pemaduan dan

penyelenggaraan penanggulangan
membutuhkan dasar yang kuat dal
sehingga perlu disusun dan dite

risiko bencana yang merupakan perangkat untuk menilai
kemungkinan dan besaran keru

gian akibat ancaman
yang ada, sehingga fokus perenca

naan dan keterpaduan
penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih
efektif;

penyelarasan arah
bencana di daerah
am pelaksanaannya,
tapkan suatu kajian

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Kajian Resiko Bencana
Kabupaten Purwakarta;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




Ul\dmlg-Uml(\nR Nomor 14 Tahun 1950 tentang

embentykan Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Ngkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
t?ntang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Nabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
DOmor 1‘f Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
a€rah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Eam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
IOmor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ndonesig Nomor 2851);
. gndang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
enanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesig Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
€gara Republik Indonesia Nomor 4723);

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones

telah diubah

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerin_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Pengkajian Resiko Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RESIKO BENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta.
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10.

11

12,

Dinag

Be Pemadam Kebakaran  dan Penanggulangan
Do:“mm YANg selanjutnya disingkat DPKPB adalah
mﬂ"'.‘gk daerah Kabupaten  Purwakarta yang
o":.\(‘l(‘nggnmkun urusan pemerintahan i bidang
mnsl,“cr“"‘"". ketertiban umum, dan perlindungan
Yarakat Sub-urusan kebakaran dan sub-urusan
Ncang
Benc i ks
meng?ana adalah Peristiwa atay rangkaian peristiwa yang
Nca !
i " n dan
Penghiq mengganggu  kehidupa

Upan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh
fakt-or ol an/atau non g]
Sehin a

korban  jiwa
. ingkungan, kerugian harta benda,
ak Psikologis,

0 Bencana adalap mekanisme terpadu untuk
me rika p nt
be e ambaran menyelyryh terhadap risiko

"%Na Suaty dge

rah dengan menganalisis tingkat
an, : :

p aman, tingiat kerugian dan kapasitas daerah.

en

sera}: linggaraan Penanggulangan Bencana adalah

UPaya yang melipyt; Penetapan kebijakan

ﬁ:g:;nng“;‘ an  yang berisiko timbulnya bencana,
encegah

Tehabilitag; gahan bencana, tanggap darurat, dan

peaeg nanggulangan Bencana adalah rencana
3 Yelenggaraan Peénanggulangan bencang suatu daerah
am kuryn waktu tertenty yang menjadi salah saty
dasar Pembangunay daerah,
Rawaq Bencana  adajap kondisi
geO!Ong, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,
Sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada
Suatu kav;{asan untuk jangka wakty tertentu yang

atau karakteristik

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atay meninggal dunia akibat bencana.

Kerentanan adalah suaty kondisi dari suatu komunitas
atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan
ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/
atau mengurangi ancaman bencana.




15,

16.

17.

18.

19.

20.

(1)

(2)

(1)

]\ A o A k |
ela adalgh kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan

area-area yapng didefinisikan oleh lokasinya dengan

s"‘“("_“ koordinat tertentu dan oleh atribut non
Spasialnyg,

Cek‘ Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi
sans maya yang dibuat pada peta berdasarkan
Perhltungan dan asums;j dengan kondisi sesungguhnya.

Geographic
disingkat

penyimpan
an penay
Spasial (ke

Information System yang selanjutnya
GIS adalah sistem untuk pengelolaan,
aN, pemrosesan atau manipulasi, analisis,
angan datg yYang mana data tersebut secara
ruangan) terkait dengan muka bumi.

Peta La_ndaa_n ada.l .
ah peta yan nggambarkan garis
batag maksimum ketp e ’

€rpaparan ancaman pada suatu
daerah berdasarkan perhitungan tertentu.

Tingkat Kerugian adajan
gmbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum
an rumah p

- enduduk pad inggian tertentu
akibat R pada zona Kketinggian terte

Kapasitas adalan kemampuan daerah dan masyarakat
untuk  melakukan tindakan pengurangan tingkat
ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.

ngkz_at Risiko adalah perbandingan antara tingkat
kleruglan dengan kapasitas daerah untuk memperkecil
tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana.

Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko
bencana suaty daerah secara spasial dan non spasial
berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah

Pasal 2

Kajian  Resiko Bencana Kabupaten Purwakarta
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kajian Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah,
masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan
program penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 3
Lingkup Kajian Resiko Bencana dalam Peraturan Bupati
ini, meliputi :
a. bahaya kebakaran hutan dan lahan;
b. bahaya tanah longsor; dan
c. bahaya kekeringan.




E )

piundangkan di

) Dokumen Kajian Resiko Bencana sebagaimana dimaksud
Pada ayqay (1) terdiri atas :
. Dokumep Kajian Resiko Bencana Kabupaten
"'Wakartg_
b

. Album Peta Re
€ngan skalq 1

Peta bahaya;

siko Bencana Kabupaten Purwakarta,
:25.000, meliputi :

1.
2 Peta Kerentanan;

3. Peta Kapasitas; dan
4. Petg Resiko Bencana,

Pasal 3

W Itfajian Resiko. Bencana dalam Peraturan Bupati ini
°r'aku untuk jangka wakty 5 (lima) tahun.
(2 Kajian Risiko Be

Pasal 4

Peraturan  Bypag ini  mulai  berlaky pada tanggal
diundangkan,

orang mengetahuinya, memerintahkan

! Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal (! Okppgn 207

BUPATI PURWAKARTA/?

‘(/1\ %é RAI-E-A MUSTIKA
Purwakarta

pada tanggal || Olctober 202

SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

b

IYUS PER

MANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 207 -A
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DOKUMEN KAJiaAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

=
//§UPAT1 PURWAKARTA, /8
RATNA MUSTIKA




